PUTUSAN
Nomor @ 3/PdL Sus-PHI/2024/PN Jmb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Indusirial pada Pengadilan Negen Jambi Kelas 1A
yang mangadill perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah
menjaluhkan pulusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
RISWANTO, Tempat / Tanggal Lahir Lampung, 9 April 1983, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kewarga Negaraan Indonesia, Agsima Islam,
Pekerjaan karyawan swasta, Alamat BTN Bungo Dani Blok B 14 RT
001 RW 00 Kelurahan Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Indra Setiawan S.H.MH., Zasramansyah,S.H.. Ridho
Santosos, S.H., Alis Santalia,5.H. .M. H., Netty Budiarti, S.H. Advokat
pada kantor Lembaga Bantuan Hukum'Pelita Keadilan® yang
beralamal kantor di Komplek Ruko Zaki Jl.Teuku Umar Kelurahan
Pasir Pullh Kecamalan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi
Jambi, berdasarkan surat kuasa NO:01/Pdi-PHI.03/LBH-PK/II/2024,
lenanggal 18 Oklober 2023, yang telah didaftarkan pada
Kepanileraaan Pengadilan Hubungan Indusirial pada Pengadilan
MNegeri Jambi langgal 19 Februari 2024, dalam Register Nomor
1031SK/PV2024/PN Jmb selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

PT.PERMATA BUNGO PLAZA, yang berkedudukan di Muara Bungo
beralamal di JI.Jend Sudirman RT 05 RW 02 Kelurahan Bungo Barat
Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ineng Sulatry,S.H. advokat
tan Rekan pada kantor Ineng Sulastry,S.H. & Rekan, yang beralamat
di Jalan Pertamina 2 Cendrawasih RT 028 Kelurahan Kenali Asam
Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi,, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus lenggal § Februar 2024 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraaan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jambl langgal 16 Februari 2024, dalam Register Nomor
12/SK/PHII2024/PN Jmb sebagai Tergugat,;

Pengadilan Hubungan Industrial lersebut;

Membaca berkas perkara yang barsangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
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Memparhalikan bukti-bukli yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Sural Gugatan tanggal 26 Januari

2024 yang dilampii anjuran alau risalah penyelesaian, yang dilerima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indusirial pada Pengadilan

Negeri Jambl pada langgal 16 Februari 2024 dalam Nomor Register Nomor

4/Pdl.Sus-PFHIIZ024/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya

adalah sebagai berikul:

1. Bahwa Penggugal Telah Bekerja Dan Mendedikasikan Diri Di PT. Permata
Bungo Plaza / Tergugal Sejak Tahun 2009 S.D 2023 Dengan Status Sebagal
Karyawan Dangan Jabatan Terkahir House Keeping;

2. Bahwa Selama Bekerja 14 Tahun, Penggugat Selalu Bersikap Baik Dan Tidak

Permnah Melakukan Krimininalitas Atau Hal-Hal Merugikan Keuangan Maupun

Kredibilitas Perusahaan, Begilu Juga Sebaliknya Perusahaan Tidak Pemah

Bersifat Diskriminatif Dan Intimidalif Kepada Penggugal Selama Bekerja, Yang

Secara Kessluruhan Dapatl Dikatakan Sinergisitas Pekeraan Dan Dinamika

Hubungan Antara Penggugal Sebagai Karyawan Dan Tergugat Sebagai

Perugahaan Berjalan Dengan Baik Dan Tidak Pernah Terjadi Konflik Yang

Signifikan, Yang Setidaknya Masih Dalam Koridor Patut Dan Wajar;

3. Bahwa Selama Bekarja 14 Tahun, Perusahaan Memberikan Penggugat Gaji
Puokok Dan Tunjungan Makan Seliap Bulannya. Akan Tetapl Gaji Pokok Yang
Penggugatl Terma Sejak Tahun 2011 Besamya Dibawah Upah Minimum
Provinsi Jambi. Sehingga Anlara Gaji Pokok Ditambah Tunjangan Terdapat
Selisih Dengan Upah Minimum Provinsi Jambi, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

HASIL (12
BULAN)
Rp. 600.000

NO [TAHUN GAJI UMP JAMBI SELISIH

2009 |Rp. 850.000| Rp. 800.000 | Rp. 50.000

2010

Rp. 800.000

Rp. 900.000

2011

Rp. 991.736

Rp.1.028.000

Rp.

36.264 |Rp.

435,168

2012

Rp. 1,090,909

Rp.1.142.500

Rp.

51.591 ]ﬂp.

619.092

2013

Rp. 1,200,000

Rp.1.300,000

Rp

. 100.000 |Rp.

1.200.000

2014

Rp. 1.320.000

Rp.1.502.300

Rp

- 182.300

Rp.

2.187.600

-Jlmt.l'lhh#h:--h

2015

Rp. 1.452.000

Rp.1.710.000

Rp

. 258,000 |Rp.

3.086.000
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2016

Rp. 1.597.200

Rp.1.908.650

Rp.

309.450 lRp.

3.713.400

2017

Rp. 1,756.920

Rp.2.063.948

Rp.

307.028 |Rp.

3,684,336

10

2018

Rp. 1,756.920

Rp.2.243.719

Rp.

486,799 |Rp.

5.841.588

11| 2018
12 | 2020
13 | 2021
14 | 2022
16 | 2023

Rp.2.423.089
Rp.2.630,162
Rp.2.630.162
Rp.2.698.840
Rp.2.943.033
Total

Rp. 1.756.920
Rp. 1.756.820
Rp. 1,756,920
Rp. 1.932.612
Rp, 1.932.612

Rp.
Rp.

666.969 lﬂp. 8.003.628
873.242 |Rp. 10.478.904
Rp. 873.242 |Rp. 10.478.904
Rp. 766,328 |Rp.- 9,195,936
Rp.1.010.421 |Hp. 12.125.062
Iﬂp. 71.659.608

o

4. Bahwa Berdasarkan Kelantuan Bahwa Pekerja/Buruh Berhak Atas Penghidupan

Yang Layak Bagi Kemanusiaan, Dalam Hal Ini Adalah Upah Minimum. Namun

Pada Kenyateannya Tergugal Tidak Memberikan Penghidupan Yang Layak

Dengan Cara Memberikan Upah Dibawah Upah Minimum Provinsi Jambi Dalam

Kurup Waktu 15 Tahun Yakni Sejak Tahun 2009 §.D 2023 Dengan Total Selisih

Rp. 71.659.608. Bahwa Meskipun Tidak Dilengkapi Dengan Putusan Dewan

Pengawas Pengupahan, Namun Selisih Antara Gaji Penggugat Dengan Ump

Jambi Dapat Dilegitimasi Dengan Alat Bukti Formil Surat Keputusan Gubernur

Jambi Tentang Upah Minimum Provinsi Jambi Dikonstatir Dengan Slip Gaji

Penggugal Dan/Atau Pengakuan Tergugat Yang MNantinga De Jure Akan

Membuklikan Adanya Upah Dibawah Minumum. Untuk liu Mohon Kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Terhadap Tolal Selisih Sebesar Rp. 71.659.608 Dikualifikasi

Sebagai Gajl Yang Belum Dibayarkan Selama 15 Tahun Yaknl Terhitung Sajak

Tahun 2009 8.D 2023;

5. Bahwa Atas Pelanggaran Hak Normatif Ini, Palul Dan Layak Tindakan Tergugat
Yang Berenlangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Alau
Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya Dikualifisir Sebagai Perbuatan
Melawan Hukum Terkail Prosadur Pemulusan Hubungan Kerja Dan Hak-Hak
Normatif Penggugal;

6. Bahwa Selain Hal Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Pada Dasamya
Antara Penggugat Dan Tergugal Tidak Permmah Terjadi Konflik Vertikal Dengan
Pimpinan Perusahaan Dan/Alau Melanggar Perjanjian  Kerja/Peraturan
Perusahaan, Apa Yang Penggual Rincikan Dalam Gugatan Bukanlah Bertujuan
Unluk Mendiskradilkan Name Baik Tergugat Atau Sekedar Searching Kesalahan
Perusahaan, Melainkan Dapal Dimaklumi Sebagai Upaya Penggugat Yang
Berkedudukan Sebagai Tenaga Kerja/Buruh Memperjuangkan Hak Normatifnya
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Agar Hak Tersabut Dapal Terpenuhi Sebagaimana Mestinya Demi Kehidupan
Dan Kesajahtera Penggugal Sebagai Karyawan;

Alasan Permohonan PHK
7. Bahwa Salain Mendapatkan Upah Dibawah Minimum Provingi Jambi, Dalam
Kurun Waktu 3 Tahun Yakni Sejak Tahun 2021 S.D 2023 Selain Sistem Gaii
Dibayar Tidak Tepat Pada Waklunya, Juga Dibayarkan Dalam 2 Termin
Pembayaran Dalam 1 Bulan. Sebagai Conich Tahun 2023, Gaji Pokok
Penggugat Adalah Sebesar Rp.1.932.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga
Fuluh Dus Ribu Rupiah) Padahal Upah Minimum Provinsi Jambi 2023 Adalah
Rp.2.943.000. Namun Meskipun Demikian, Penggugat Tidak Pemnah
Mengajukan Keberalan Alau Proles Kepada Perusahaan. Namun Seiring
Berjalannya Wakiu, Baik Karena Faklor Inflasi Nasional Yang Menyababkan
Harga Kebuiuhan Semakin Meningkat Disamping Kebutuhan Pendidikan,
Perawatan, Dan Perumahan Yang Terus Bertambah. Sehingga Gaji Dibawah
Ump Terlebih Dengan Sistem Pembayaran Yang Tidak Tepat Pada Waktunya,
Menyebabkan Penggugal Dipaksa Situasi Untuk Melangkah Kearah Yang Lebih
Sejahtera Dan Tidak Ingin Lagi Melanjulkan Hubungan Pekedaan Dengan
Tergugal,
Bahwa Berangkal Dari Kerangka Berfikir Tersebut, Dimana Pengabdian
Penggugat Selama 14 Tahun Tidak Linier Dengan Kesejahteraan Yang
Didapalkan, Alasan Esensial Kurangnya Perhatian Kesejahleraan Terhadap
Karyawan Menjadi Fakior Pendorong Bagi Penggugat Untuk Meancari
Kehidupan Yang Lebih Baik. Oleh Karenanya Pada Tanggal 27 Oktober 2023,
Penggugat Mengajukan Sural Permohonan Pemutusan Hubungan Kerjs
Dengan Alasan Pembayaran Gaji Dibayar Tidak Tepat Pada Waktunya Selama
3 Tahun Berlurut-Turut. Akan Tetapi Tergugat Tidak Menanggapl Surat
Permohonan Penggugal Tersebut;
BIPARTIT
8. Bahwa Atas Situasi Inl Penggugat Telah Berupaya Mslakukan Musyawarsh
Bilateral Dengan Tergugat / Perundingan Bipartit Dengan Mengiimkan Surat
Undangan Kepada Tergugat Sebanyak 2 Kali Secara Berturut-Turut Yakni
Tanggal 06 November 2023 Dan 14 Novernber 2023. Akan Tetapi Tergugat /
Atau Wakilnya Tidak Hadir Dan Tidak Mengkonfirmasi Atas Ketidakhadirannya.
TRIPARTIT
10. Bahwa Oleh Karena Upaya Perundingan Bipartit Tidak Mencapal Kesepakatan,
Maka Sesuai Ketentuan, Penggugat Mengajukan Permchonan Pencatatan
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Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kaerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bungo Pada Tanggal 21 November 2023;

11. Bahwa Kemudian Pada Tanggal 10 Januari 2024, Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Bungo Mengeluarkan Surat Anjuran Dengan Nomor,
560/ 007/Disnakerirans/2024;

MENGANJURKAN
Agar Pimpinam PT Permata Bunge Plaza Membayar Hak-Hak Pekerjaan
Sebagal Akibat Pemulusan Hubungan Kerja Sebagai Berikut:
Masa Kerja Saudara Riswanlo Adalah 14 Tahun, Gaji Pokok Rp.
3.037.121,85 -(UMP Jambi Tahun 2024)

« Uang Pesangan 9 X3.037.121,85 = Rp.27.334.096

» UPMK 15 X 3.037.121,85 = 15.185.609

« Uang Penggantian Hak : (3.037.121,85 ; 25) X 12 = Rp.1.457.818

(Cuti Yang Belum Diambil)
TOTAL = Rp 43.977.523.-

(Empat Puluh Tiga Juta Sambilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus
Dua Puluh Tiga Rupiah);

12. Bahwa Terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Bungo Tersebut, Penggugal Tidak Sependapat Terkait Dengan Rincian Hak-
Hak Normatif Penggugal Yang Seharusnya Diterima. Oleh Karenanya
Penggugal Mengejukan Gugatan Aquo Di Pengadilan Hubungan Industrial
Jambi:

Penelepan PHK

13. Bahwa Mengingat Alasan-Alasan PHK Menurut Ketentuan Pasal 154 A Ayat (1)
Huruf G Angka 3 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,
Yailu, Adanya Permohonan PHK Yang Diajukan Oleh Pekerja/Buruh Dengan
Alasan Pangusaha Melakukan Perbuatan Sebagai Berikut: Tidak Membayar
Upah Tepal Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Selama 3 Bulan Berturut-Turut
Alau Lebih, Meskipun Pengusaha Membayar Upah Secara Tepal Wakiu
Sesudah ltu;

14. Bahwa Pada Tanggal 27 Qklober 2023 Penggugat Telah Mengajukan Sural
Permohonan PHK Dengan Alasan Tidak Membayar Upah Tepat Pada Wakiu
Yang Telah Ditentukan Selama 3 Bulan Berturut-Turut Atau Lebih, Sedangkan
Tergugat Tidak Mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kera Kepada
Penggugat Meskipun Telah Dimohonkan, Maka Dapat Dikonklusikan Telsh
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Terjadi Purselisinan Hubungan Industrial Parihal Pemulusan Hubungan Kerja.
Oleh Karens Upaya Biparll Dan Triparit Telah Ditempuh Namun Tidak
Mencapal Kesepakatan, Moka Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Beraky,
Pamutusan Hubungan Kera Dilakuken Melalul Tahap Berikutnya Sesuai
Dongan Mekanisme Penyelesalan Porselisihan Hubungan Industrial, Yakni
Dalem Hal Ini Melalui Pengadilan Hubungan Industrial, Selanjutnya Mohon
Kepada IKetus Majelis Hokim Untuk Seklranya Berkenan Menjatuhkan
Putusan/Penetepan Hukum, Pulus Hubungan Kerja Antara Penggugat Dan
Tergugat Sejak Pulusan/Penctapan Pengadilan Dibacakan;
Rincian Hak Normatif Penggugal Pasca PHK
15. Bahwa Sebagaimana Telah Penggugat Uralkan Dimuka Bahwa Upah Yang
Penggugal Dapatkan Besamya Dibawah Upah Minimum, Maka Sesuai
Kelentuan Yang Menyatakan Bahwa “Dalam Hal Upah Sebulan Sebagaimana
Dimakeud Pada Ayat (3) Leblh Rendah Dari Upah Minimum, Upah Yang Menjadi
Dasar Perhilungan Pesangon Adalah Upah Minimum Yang Berlaku Di Wilayah
Domislli Perusahaan. Oleh Karenanya Mohaon Ditetapkan Agar Upah Minimum
Porhitungannya Menggunakan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2024
Yakni Sobesar Rp.3.037.121 85;
5. Bahwa Sebagai Aklbat Dari Pemutusan Hubungan Kerja, Maka Sebagai
Konsekuensi Hukum, Tergugal Diwajibkan Membayar Hak Normatif Penggugat
Secara Penuh Dan Sekaligus Yakni :

A.  Uang Pesangon (HP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang
Penggantian Hak, (UPH), Dan Hak-Hak Lainnya Yang Semestinya
Diterima Pekerja.

B. Bahwa Karena Tergugat Tidak Memberikan Jaminan Uang Kesehalan,
Perumahan, Dan Perawatan, Yang Dialur Dalam Perjanjian Atau
Peraturan Perusahaan, Maka Perlu Ditetapkan Besaran Uang
Kesehatan, Perumahan, Dan Perawatan Berdasarkan Ketentuan
Hukum Yang Berlaku

C. Bahwa Berdasarkan Ketenluan, Penggugat Berhak Mendapat Upah
Proses Selama 6 Bulan Selama Persidangan Di Pengadilan Hubungan
Industrial.

D. Bahwa Dari Beberapa Hak Normalil Tersebut Dapat Dirincikan Sebagai
Berikul:

« Uang Pesangon (UP)
(UMP 2024 X Masa Kerja 13 Tahun X 1)
Rp.3.037.121,85 X9 X 1 = Rp. 27.334.096
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» Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
(UMP 2024 X Masa Kerja 13 X 1)
Rp.3.037 121 85X 5 X 1 = Rp. 15.185.608.
« Uang Penggantian Hak Culi, Kesehatan, Perawatan, Perumahan
(15 % X (Up + Upmk))
15 % X = Rp. 6.377.955,75
= Lain-Lain
Take Service 2022 = Rp. B.996.000
Tak Service 2023 = Rp.8.050.000
+ Gaji Yang Belum Dibayar
Oktober 2023 S.D Februan 2024
4 Bulan X Rp.3.037.121,85 = Rp. 12,148 487
« Upah Proses
{Gaji+Tunjangan X 6 Bulan)
{Rp.3.037.121,85 X 6) = Rp.18.222 731 (Delapan Juta Dua Ratus
Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

Maka demikian keseluruhan uang hak normatif yang harus dibayar Tergugat
Kepada Penggugal adalah sejumiah Rp.82.691.923. (Delapan puluhd dua juta
enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan segala
hormat kepada Kelua Pengadilan Hubungan Industrial Jambi cq Ketua Majelis
Hakim yang memernksa, memutus, dan mengadili perakara aguo berkenan memberi
amar putusan yang bunyinya sebagai berikut;

1. Menenma Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Penggugat Dan Tergugat
Berdasar Pasal 154 A Ayat (1) Huruf G Angka 3 Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Dan Berlaku Sejak Putusan Ini Dibacakan,

3. Menyatakan Targugat Telah Melakukan Perbuatan Metawan Hukum Sebatas
Prosedur Pemulusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum Tergugal Unluk Membayar Hak-Hak Normatif Sebagal Akibat
Dari Pemulusan Hubungan Keda Kepada Penggugat Secara Tunai Dan
Sekaligus Sebesar Rp. Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Uang Pesangon {UP)
(Ump 2024 X Masa Kerfa 13 Tahun X 1)
Rp.3.037.121,85 X 9 X 1 = Rp. 27.334.006
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Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
(Ump 2024 X Masa Kerja 13 X 1)
Rp.3.037.121,85 X 5 X 1 = Rp. 15.185.608.
Uang Penggantian Hok Cuti, Kesehatan, Perawatan, Perumahan
(15 % X (Up + UPMK))
15 % X = Rp. 8.377.955,75
Lain-Lain
Take Servica 2022 = Rp. 8.996.000
Tak Service 2023 = Rp.8.050.000
Gajl Yang Belum Dibayar
Oktober 2023 S.D Februari 2024
4 Bulan X Rp.3.037.121,85 = Rp. 12.148.487
Upah Proses
(Gaji+Tunjangan X 6 Bulan)
(Rp.3.037.121,85 X 6) = Rp.18.222.731 (Delapan Juta Dua Ratus
Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Maka Demikian Keseluruhan Uang Yang Harus Dibayar Tergugat Kepada
Penggugat Adalah Sejumiah Rp.82,691.923. (Delapan Puluh Dua Juta Enam
Ratus Sembilan Puluh Salu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

5. Menetapkan Selisih Gaji Yang Belum Dibayarkan Selama 14 Tahun Yakni
Terhitung Sejak Tahun 2009 S.D 2023 Adalah Sebesar Rp.71.659.608
(Tujuh Belas Juta Enam Ralus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan
Puluh Delapan Rupiah).

6. Menghukurn Tergugat Membayar Selisih Gaji Sebagaimana Disebut Dalam
Diktum & Tersebut Kepada Penggugat Secara Tunai Dan Sekaligus Sebesar
Rp.71.659.608 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu
Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

7. Manghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Sebagaimana Rincian Dalam
Diktum 4 Dan Diktum 6 Secara Tunai Dan Sekaligus Dengan Total
Keseluruhan Adalah Sabesar Rp.154.351.531 (Seratus Lima Puluh Empat
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditimbulkan.

Subsider
Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Jambi Berpendapat Lain, Mohon Putusan
Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono),
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Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugal masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hak
menghimbau kepada kedua belah pihak unluk menyelasaikan perkara a quo secara
damai, akan tetapi lidak berhasil,

Menimbang bshwa kepada Tergugal dimintaken perselujuan untuk
melaksanakan persidangan secara elekironik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lersebul Tergugal menyatakan
bersedia unluk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca
sural gugalan yang Isinya ietap diperiahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa lernadap gugatan Penggugat tersebul Tergugat
mangajukan jawaban secara lerulis tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya
sebagai berikul :

| DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Kronologi.

1. Bahwa lidak benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2009;

2. Bahwa lidak benar Pengggugal memiliki dedikasi baik di Perusahaan, akan
tetapi Penggugal sering melakukan pelanggaran di Perusahaan Tergugat
maupun pelanggaran kedisiplinan berupa mngkir kerja tanpa keterangan dan
telah beberapa kali diberikan Surat Peringatan/ SP;

3. Bahwa benar Tergugat memberikan Penggugal Gaji Pokok dan Tunjangan
makan uniuk setiap bulannya, dimana Tunjangan makan merupakan bagian dari
tunjangan yang bersifat tetap. Bahwa lidak benar dalil Penggugal yang
menyatakan Tergugat membayar dibawah Upah Minimum Provinsi Jambi yang
hanya dikaitkan dengan Upah Pokok. Berdasarkan pasal 23 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Jo. Peraturan Pemerintah
No. 51 Tahun 2023, pada pokoknya menyatakan * Upah Minimum adalah Upah
pokok dan tunjangan tetap’. Bahwa apabila dijumlahkan Upah Pokok Pekerja
dengan Tunjangan Makan yang bersifat tetap, maka tergugal telah membayar
Upah Penggugal dialas Upah Minimum Provinsi Jambi;

4. Bahwa dalil Penggugal yang menyatakan lelah terjadi selsih kekurangan upah
Penggugat dari Tahun 2008 s/d 2023, hanya merupakan ilustrasi Penggugat
semata , [ika benar lerjadi kekurangan upah seharusnya secara hukum harus
ada sural penelapan dari Pegawai Pengawas Kelenagakerjaan berkenaan
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pelanggaran norma terhadap kekurangan pembayaran Upah, namun dalam hal
inl Tergugat maupun Penggugat tidak pemah diperiksa oleh Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan barkenaan pelanggaran norma kekurangan pembayaran Upah
Minimium Provinsi Jambi;

Dalam Alasan Permohonan PHK.
Bahwa tidak benar Tergugal terdambal membayar upah Penggugat, yang terjadi
hanya sistim Pembayaran saja, dimana Pembayaran Upah Fanﬁgugat
dibayarkan selalu tepat waklu dimana pembayaran upah dibayarkan 2 (dua)
minggu sekali, yakni satiop awal bulan dan pertengahan bulan. Pembayaran
Upah seliap dua minggu sekali bukaniah merupakan pelanggaran Morma Kerja,
Pelanggaran norma kerja apabila Penggugat membayar upah melewati/ lebih
dari salu bulan wakiu pembayaran;

Dalam Bipartit.

Bahwa dalam surat bipartite yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat secara

hukum haruslah ditolak, karena Berdasarkan UU No. 2 tahun 2004, Perundingan

bipartit adalah perundingan antara pekerjal buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial®. Bukan

antara Tergugal dengan Kuasa Hukum, jadi tidak patut jika Tergugat yang

mendatangi Penggugal, seharusnya Penggugatiah yang mendatangi Tergugat

untuk berunding bipartite;

Dalam Tripartit.

Bahwa Tergugat juga berkebaratan terhadap Surat Anjuran Mediator, karena

menelapakan Nilai Pesangon, UPMK, dan Penggantian Hak, seharusnya Pihak

Mediator menetapkan dalam Perkara ini adalah pemutusan hubungan kerja dengan

alasan mengundurkan diri.

Dalam Penetapan PHK

- Bahwa secars hukum Tergugat tidak terbuklj telat dalam membayar upah
Penggugal, yang terjadi hanya sislim Pembayaran saja, dimana Pembayaran
Upah Penggugat dibayarkan selalu tepat wakiy dimana pembayaran upah
dibayarkan 2 (dua) minggu sekali, yakni setiap awal bulan dan pertengahan
bulan. Pembayaran Upah sefiap dua minggu sekall bukanlah merupakan
pelanggaran Norme Kerja, Pelanggaran norma kerja apabila Penggugat
membayar upah melowali / lebih dari satu bulan wakiu pembayaran;

Dalam Rincian Hak Normatif Penggugat Pasca PHK.

Behwa lidek benar Tergugal Membayar Upah dibawah Upah Minimum Provinsi.
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Balwa berdasarkan hukum lidak terbukti Tergugat telat membayar upah, maka
konsekwensi hukumnya Pihak Penggugat tidak berhak atas Pesangon dan Uang
Penghargaan.
Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutus dengan amar sebagai berikut :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhinya,
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugal lersebut Penggugat telah
mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 12 Maret 2024 dan pada pokoknya
tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alas Replik Penggugal tersebut Tergugat telah pula
mengajukan Duplik tanggal 18 Maret 2024 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
jawabannya;

Menimbang bahwa uniuk membuktikan dalil gugalannya Penggugat telah
mengajukan bukli-bukti yang telah di leges dan di bubuhi materai secukupnya
sejumlah 27 (dua puluh tujuh) bukti surat serta di cocokkan dengan aslinya dan/atau
pembandingnya yang salanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 yang
masing-masing berupa:

1. Folocopy dari aslinya, Keputusan Direksi Nomor 041/Dir-K/PBPII2015
tenggal 5 Januari 2015, dan diberi tanda P-1:

2. Fotocopy dari aslinya, Slip Gaiji tanggal 01 Agustus 2019, dan diberi tanda P-
2;

3. Fotocopy dan aslinya, SKEMA GAJI Cktober 2020 s.d Maret 2021, diberi
tanda P-3;

4. Fotocopy darn fotocopy, SKEMA Gaji 1, Dktober 2020 s.d Desember 2020; 2.
danuari 2021 s.d Desember 2021; 3. Januari 2022 s.d September 2022 dan
diberi tanda P-4

5 Fotocopy dari aslinya, SKEMA Gaji Nov — 2021 s.d Sept 2022 dan diberi
tanda P-5;

6. Fotocopy dari aslinya, SLIP Gaji Tanggal 15 November 2022 dan diberi tanda
P-6;

T Fotocopy dari folocopy, SLIP Gajl Tanggal 15 Desember 2022, dan diberi
tanda P-7;

8. Fotocopy darl fotocopy, SLIP Gaji Tanggal 16 Januari 2023, dan diberi tanda
P-8;
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g. Fotocopy dari aslinya, SLIP Gaji Tanggal 15 Februari 2023, dan diberi tanda

P-9;

10.  Folocopy dari aslinya, SLIP Gaji Tanggal 17 Maret 2023, dan diber tanda P-
10

11.  Folocopy darl aslinya, Tanda Terima Surat tanggal 27 Oktober 2023, dan
diberi tanda P-11;

12.  Folocopy dari aslinya, Undangan Bipartit ke | tanggal 06 November 2023 dan
diberl tanda P-12;

13.  Fotocopy dari aslinya, Undangan Bipartit ke Il tanggal 14 November 2023,
dan dibern tanda P-13;

4. Folocopy dar aslinya, Risalah Mediasi | tanggal 01 November 2023 dari

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dan diber tanda p-

14,

Fotocapy darl aslinya, Risalah Mediasi 1l tanggal 27 Desember 2023 darni

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dan diberi tanda P-

15;

Folocopy dari aslinya, Risalah Mediasi |1l tanggal 04 Januari 2024 dari Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dan diberi tanda P-1 6;

Folocopy dari aslinya, Surat Anjuran Nomor 5B0/007/Disnakertrans/2024

Tanggal 10 Januari 2024, dan diberi tanda P-17;

Fotocapy dari print out Percakapan Whastapp dengan Admin Tergugal, dan

diberi tanda P-18;

19, Folocopy dari fotocopy, SK UMP JAMBI 2024, dan diberi tanda P-19;

20.  Folocopy dari fotocopy , SK UMP JAMBI 2023, dan diberi tanda P-20;

21.  Fotocopy dari fotocopy, SK UMP JAMBI 2022, dan diberi tanda P-21:

22.  Folocopy dari fotocopy, SK UMP JAMBI 2021, dan diberi tanda P-22;

23.  Folocopy dari fotocopy, SK UMP JAMBI 2017, dan diberi tanda P-23;

24.  Fotocopy dari folocopy, Rekap Rekening Koran a.n RISWANTO {Penggugat)
Bulan Oktober 2023, dan diberi tanda P-24;

25.  Folocopy dari print aut, Rekap Rekeaning Koran a.n RISWANTO (Penggugat)
Bulan November 2023, dan diberi tanda P-25;

26.  Fotocopy dari print out, Rekap Rekening Koran a.n RISWANTO (Penggugat)
Bulan Desember 2023, dan diberi tanda P-26:

27.  Fotocopy dari print out, Rekep Rekening Koran a.n SYAHRIAL, dan diberi
tanda P-27;
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Manimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
diparsidangan dan dibawah sumpah yang bornama 1. HELMI YUSUF, 2. GUSRIAL,
yang pada pokoknya sebagnl borkut:

1. Holml Yusul,

= Bohwa Penggugat merupakan karyawen letap di PT. Permata Bungo Plaza,
saksi permah melihat SIK pengangkalan Penggugat menjadi karyawan tetap
dongan jaboton sabagul HMouse Keeping dengan upah yang diterima tidak
sosual UMP Jambl, hal inl saksl ketohul karena saksi sebagal supervisor
pamah mengambil gajl slaf-stufnya secara kolektif termasuk gaji Penggugat:

- Bahwa sampal dongan saat Inl Penggugat masih bekerja di PT. Permata
Bungo Plaza hal itu diketahul oleh saksi karena saksl masih berkomunikasi
dangan Panggugat;

- Bahwa saksi mengelahui dari cerita penggugal bahwa gaji karyawan PT.
Permata Bungo Plaza pernah dibayar secara diangsur 2 (dua) kali dalam
satu bulan. Namun saksi mengelahu bshwa karyawan PT. Permata Bungo
Plaza menerima Tunjangan Harl Raya. Seksi juga mengetahui bahwa PT.
Permala Bungo Plaza mempunyai peraluran perusahaan. Saksi mengetahu
ada peraturan perusahaan dan sudah disosialisasikan kepada semua
karyawan PT. Permata Bungo Plaza dengan cara membagikannya kepada
samua karyawan;

- Bahwa saksi mengetahui alasan penggugat melakukan gugatannya karena
hak Penggugat yang belum dibayarkan parusahaan berupa gaji, tax service .
Saksi juga mengetahu bahwa tax service tidak dibayar karena tamu sepidan
kondisi keuangan PT. Permata Bungo Plaza mulai bermasalah di alas tahun
2013;

2. Gusrial,

- Bahwa saksl mengelahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu
karena permasalahan geji Penggugal yang diterima dari Tergugal lidak
sesuai dengan UMR;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat bekerja di PT. Permala Bungo
Plaza sejek tahun 2008 soksl bagian cook sedangkan Penggugat bagian
house keeping; saksi mengetahul bahwa sejak tahun 2010 menjad| karyawan
lelap,

- Baohwa saksi mengetahul bahwa gaji dibayarkan dengan cara digicil, 10-15
harl kemudian baru dibayar kekurangan gajinya; sepengetahuan saksl bahwa
kekurangan gajl itu tidak pemah dibayarkan lewat dari 1 (satu) bulan gaji
tersabut.
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- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT., Pemata Bungo Plaza mempunyai
peraturan perusahaan, berdasarkan peraturan perusahaan, gaji diterima oleh
karyawan seliap tanggal 1 namun semenjak Covid sepi pengunjung dan
perusahaan kesulitan hﬁuangsn_

Manimbang, bahwa semua kelerangan saksi-saksi Penggugat tercatal dan
termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang
hidak terpisahkan dar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kelerangan saksi-saksi Penggugat tersebut
diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menanggapinya dalam
kesimpulan masing-masing secara tertulis

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat
telah pula mengejukan bukli surot yang telah di leges dan di bubuhi materai
secukupnya sejumlah 18 (enam belas) bukti surat serta di cocokkan dengan aslinya
dan/alau pembandingnya yang selanjutnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-
18 yang masing-masing berupa:

1. Fotocopy darni aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanto tanggal 11 April
2023, dan diben tanda T-1;

2. Folocopy dari aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanio tanggal 12 April
2023, dan diber tanda T-2;

3 Folocopy dari aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanto tanggal 30 Juni
2023, dan diberi tanda T-3;

4. Folocopy dari aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanto tanggal 11
September 2023, dan diben tanda T-4;

5. Fotocopy dari aslinya, Surat Peringatan alas nama Riswanto tanggal 18
September 2023, dan diberi tanda T-5;

. Fotocopy dari aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanto tanggal 23
Oklober 2023, dan diberi tanda T-6;

7. Folocapy dari aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanto tanggal 26
Oktober 2023, dan diberi tanda T-7;

8 Folocapy dari aslinya, Surat Peringatan atas nama Riswanlo tanggal 27
Oklober 2023, dan diberi tanda T-8:

9, Fotocopy dari aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanlo Bulan Oklebar 2022, dan
diberi landa T-9;

10.  Fotocopy dari aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan Novamber 2022,
dan diberi tanda T-10;

11.  Folocopy dari aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan Daessmber 2022,
dan diberi landa T-11;
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12, Folocopy darl aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan Maret 2023, dan
diberi landa T-12;

13.  Folocopy dari aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan April 2023, dan
dibarl tanda T-13;

14.  Folocopy dari aslinga, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan Juli 2023 dan
Bulan Agustus 2023, dan dibeni landa T-14:

15.  Folocopy dari aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan September 2023
dan Bulan Oktober 2023, dan diberi tanda T-15;

16.  Fotocopy dari aslinya, Slip Gaji atas nama Riswanto Bulan November 2023
dan Bulan Desember 2023, dan diberi tanda T-16:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah
mengajukan 3 (liga) orang saksi dipersidangan dan dibawah sumpah yang bernama
1. KHAIRUL 2. AGUS SARIM, 3. DESSY SUSANTI, yang pada pokoknya sebagai
berilut:

1. Khairul,

- Bahwa saksi mengetahu PT. Pemata Bungo Plaza berdin sejak Bulan
Februarn 2009 dan saksi bekerja di PT. Permata Bungo PlazaSejak Bulan Juli
2011, Jabatan sebagai HRD sejak Bulan Januari 2012:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugal mengajukan gugatan karena
Penggugal menginginkan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri
akhimya permohonan PHK letapi kondisi perusahaan belum memungkinkan
untuk PHK dan memberi hak-haknya:

- Bahwa menurul informasi yang ada di perusahaan, Penggugat menjadi
karyawan PT. Permata Bungo Plaza sejak Bulan September 2009 Bahwa
untuk menjadi karyawan telap ada proses, mereka sebagai karyawan honor
dulu baru kemudian dalam periode 3 (tiga) bulan diangkat menjadi karyawan
tetap;

- Bahwa menurut saksi adanya penurunan jumiah karyawan karena Mereka
ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, ada penyusutan dari perusahaan
untuk efisiensi jadl mereka resign sendiri atas kemauan pribadi bukan di PHK:

- Bahwa menurut saksi bahwa penggugal lidak menjadi karvawan lagi PT.
Farmata Bungo Plaza sejak Bulan November 2023, setelah dia mengajukan
proses permohonan pengunduran din untuk PHK di Disnaker Kabupaten
Bungo dan saksi hadir saal itu kainuﬁian mediasi disana, keluar anjuran,
sejak itulah keberadaan Penggugal di perusahaan tidak ada;

- Bahwa hasil dari Mediasi bulan Januari 2024 akhimya Disnaker Kabupaten
Bungo memberikan anjuran, tetapi Penggugat fidak mau mengikuti anjuran
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lersebul, parusahaan sudah seluju untuk memberikan hak-hak sesuai
dengan anjuran; Seingal saksl pesangon yang diberikan perusahaan menurut
anjuran Disnaker Kabupaten Bungo tersebut sebesar Rp43.077.523.00
fnciannya saksi tidak ingat:

- Bahwa menurul saksi bahwa pembayaran gaji tidak pemah lerlambal,
setelah covid berlangsung terjadi penurunan omset perusahaan yang begitu
drastis, akhimya dari direksi disampaikan kepada seluruh supervisor oleh
general manager untuk diberikan kompensasi sebanyak 2 (dua) kali dalam
sebulan sesuai dengan omset perusahaan di tengah bulan/ per 15 hari sekali;

- Bahwa kebijakan direksi untuk membayar upah 2 (dua) kali dalam sebulan
lersebut dibual hanya dalam benluk lisan kemudian oleh suparvisor
disampaikan secara lisan kepada karyawan, karyawan {idak
mempermasalahkan sepanjang tetap digaji seria itu berlangsung sampai saat
ini. Menurut saksi didalam Peraluran Perusahaan tidak ada disebutkan setiap
tanggal berapa gaji dibayarkan;

- Bahwa Penggugal sering mangkir lidak masuk kerja dengan alasan yang
tidak lahu jelas lerkadang alasan urusan keluarga dan permah mendapatkan
sural peringatan sudah lebih dari 5 (lima) kali tetapi Penggugat hanya mau
menandatangani 1 (satu) kali yaitu SP1; saat diberikan surat peringatan yang
kedua dan selanjutnya, Penggugat tidak mau dan minta untuk di pecal saja;

- Bahwa dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024,
perusahaan masih membayar gaji penggugat;

2. Agus Sanm,

- Bahwe menurul saksi yang juga sebagai House Keeping alasan Penggugat
keluar dan perusahaan Karena Penggugat tidak cocok dengan sistem
pembayaran gaji 2 (dua) kali dalam sabulan: Sejak Covid tahun 2019, gaji
dibayar 2 (dua) kali dalam sebulan ada pemberitahuan dari perusahaan
maelalui supervisor namun secara lisan:

- Bashwa mengenal kondisi perusahaan yang belum stabil pimpinan
perusahaan pemah lrun langsung untuk memberitahukan langsung kepada
karyawan;

3. Dessy Susanti,
Bahwa menurul saksi bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah
masalah gaji Penggugat yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan;
menurut saksi gaji Penggugal seliap bulannya sebesar Rp2.600.000,00 per
bulan ini di ketahui saksi karena saksj bagian Accounting;
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- Bahwa sejak covid tahun 2020 sampai dengan sekarang Gaji dibayar 2 (dua)
kali dalam sebulan hal ini karena keuangan perusahaan belum stabil; Saksi
lidak mencarn kerja yang baru walsupun gajinya saat ini 2 kali diangsur
bayarnya karena sudah merasa seperli keluarga dan merasa nyaman jadi
terima saja;

- Bahwa menurut saksi bahwa pembayaran gaji 2 (dua) kali dalam sebulan ity
tidak pamah lebih dan sebulan pembayarannya;

Menimbang, bahwa semue keterangan saksi-saksi Tergugat tercatal dan
termuat lengkap dalam befita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Pulusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut
diatas, Kuasa Penggugal dan Kuasa Tergugatl telah menanggapinya dalam
kesimpulan masing-masing secara lertulis

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 06 Mei 2024 Kuasa
Penggugal dan Kuasa Tergugat masing-masing  telah menyampaikan
kesimpulannya secara tertulis

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak kemudian menyatakan tidak ada lagi hal-hal
yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan lujuan gugalan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di alas;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama gugatan Penggugat
dan jawaban Tergugat secara cermat Majelis Hakim memperoleh fakta yang pada
pokoknya Pengugal mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadifi
perkars ini menyatakan bahwa Putus Hubungan Kerjg antara Penggugat dan
Tergugal karena adanya permohanan PHK yang disjukan oleh pekerjalburuh
dengan alasan karena pengusaha lidak membayar upah lepat pada wakiu dan
menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebatas
prosedur PHK, sehingga Tergugat harus membayar hak-hak normatif sebagal akibat
PHK kepada Penggugat dan membayar selisih gaji Penggugat yang belum dibayar
selama 14 (empal belas) tahun secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya
sejumlah Rp. 154.351.531 00 (Seratus lima puluh empal jula tiga ratus lima puluh
salu ribu lima ralus tiga puluh salu rupiah), sedangkan Tergugal mendalilkan bahwa
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apa yang didalilkan oleh Penggugal seluruhnya tidak benar sehingga berdasarkan
hukum jika tidak terbukli maka konsekuensi hukumnya Penggugat tidak berhak atas
uang pesangon dan Penghargaan masa kerja;

Menimbang bahwa dar pokok-pokok gugatan Penggugat dan Jawaban dari
Tergugat diatas, Majefis Hakim berpendapat bahwa para pihak berselisih lentang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena adanya permohenan PHK yang diajukan
oleh Pekerja dengan alasan Pengusaha lidak membayar upah tepal pada waktu
yang telah ditentukan selama 3 bulan beriurul-turut atau lebih dan akibat hukumnya
bagi para pihak yang bersalisih;

Menimbang bahwa upaya penyelesaian dalam perkara a quo telah
dilakukan oleh kedua belah pihak pada lingkat biparit namun tidak bersepakat, dan
dilanjutkan pada upaya penyelesaian tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemarintahan Kabupaten Bungo tidak mencapai litik temu, sehingga
dilerbitkaniah surat anjuran Mediator nomor 560/007/Disnakertrans/2024 tanggal 10
Januari 2024; pihak yang barsalisih;

Menimbang bahwa terhadap anjuran Mediator Majelis Hakim berpendapat
bahwa anjuran Medialor adalah suatu proses hukum diluar peradilan sehingga tidak
mengikat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo, terkecuali terdapat hal-
hal yang relevan unluk kepenlingan para pihak maka akan dipertimbangkan:

Menimbang bahwa bardasarkan pasal 56 ¢ Undang-Undang nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Persalisihan Hubungan Industrial (UL No.2 Tahun 2004
lentang PPHI) yang substansinya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan perkara
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tingkat pertama vang dalam
perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Jambi kelas LA;

Menimbang bahwa perselisitan antara Tergugat yang akan melakukan PHK
lerhudap Penggugal dalam perkara & quo adaiah merupakan perselisihan PHK
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU No.2 Tahun 2004 tentang
PPHI, maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Jambi kelas IA dalam perkara a quo merupakan putusan di tingkat pertama;

Menimbang bahwa selanjulnya Penggugat telah mengajukan surat gugatan
ke Pengadilan Hubungan Indusirial pada Pegadilan Negeri Jambi Kelas | A sesuai
ketentuan pasal 14 ayal (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI
dengan register perkara Nomor 3/Pdl. Sus-PHI2023/BN Jmb;

Menimbang bahwa oleh  Kkarena gugatan Penggugat telah
disangkalidibantah oleh Tergugal maka Majelis Hakim menetapkan beban
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pembuktian dall gugatannya dan tergugat diwajibkan membukiikan dalil
sangkalannya sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1885 KUHPerdata:

Menimbang bahwa unluk mengualkan dalil gugatannya, Penggugatl
mengajukan bukli fertulis yang diberi landa P-1 sampal dengan P-27 dan
mengajukan 2 (dua) orang saksi yailu Helmi Yusuf dan Gusrial yang telah
memberikan kelerangan dibawah sumpah dalam persidangan, sedangkan Tergugatl
untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti teriulis yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Khairul,
Agus Sarim, Dessy Susanli yang telah memberikan keterangannya dibawah
sumpah dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam rmempertimbangkan buktl dan keterangan saksi
yang disjukan oleh para pihak dalam persidangan perkara a quo, Majelis Hakim
periy menegaskan bahwa yang akan diperiksa dan diperfimbangkan oleh Majelis
Hakim hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara a quo;

Menimbang berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban dari kedua belah
pihak berperkara, maka majelis hakim memperoleh fakta hukum yang telah diakui
atau selidak-lidaknya tidak dibantah oleh para pihak yang mana menurut hukum hal
tersebut harus dianggap terbukli yaitu bahwa Penggugat adalah karyawan dari
Tergugat lerhitung sejek tahun 2009, berstatus karyawan tetap dengan jabatan
terakhir sebagai house kegping;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perselisihan dalam
perkara & guo, maka dipahami bahwasanya perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugal berawal sefak Penggugal mengajukan surat permohonan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat tanggal 27 Oklober 2023 dengan alasan
pembayaran gaji (deri Penggugat kepada Tergugat) tidak tepat pada wakiunya
selama 3 (bga) tahun berunut-furut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukli surat P-11 sampai dengan P-17
membuklikan bahwa kedua belah pihak lelah mengupayakan penyelesaian
perselisinan dengan objek persalisinan yaitu adanya pengajuan PHK dari Pengugat
tanggal 27 Oktober 2023 kepada Tergugat, namun lidak menemukan kesepakatan
bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat butir ke-7 {tujuh},
Penggugal dalam alasan permohonan PHK-nya mendalilkan: *Bahwa selain
mendapatkan upah dibawah minimum provinsi jambi, dalam kurun waktu 3 tahun
yakni sejak fahun 2021 s.d 2023 selain sistem gaji dibayar tidak lepal pada
waklunya, juga dibayarkan dalam 2 termin pembayaran dalam 1 bulan. sebagai
contoh tahun 2023, gaji pokok penggugat adalah sebesar Rp.1.932.000 (satu juta
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sembllan ratus tiga puluh dua ribu ruplah) padahal upah minimum Provinsi Jambi
2023 Adalah Rp.2,943.000, Namun meskipun demikian, Penggugat tidak pernah
mengajukan keberalan alau proles kepada perusahaan. Seiring berjatannya waktu,
baik karena faklor inflasi naslonal yang menyebabkan harga kebutuhan semakin
meningkat disamping kebutuhan pendlidikan, perawatan, dan perumahan yang lerus
bertambah. sehingga gujl dibawah UMP terlebih dengan sistem pembayaran yang
lidok tepat pada waklunys, menyebabkan Penggugal dipaksa sifuasl untuk
melangkah kearah yang lebih sejahlera dan tidak Ingin lagi melanjutkan hubungan
pekerjaan dengan Tergugat®;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan PHK Panggugat lersebut,
Tergugat lalsh membantahnya dalam surat jawaban gugatan “Bahwa lidak benar
Tergugat terlambal membayar upeh Penggugal, yang leradi hanya sistem
pembayaran saja , dimana Pembayaran Upah Penggugat dibayarkan selalu tepat
waklu dimana pembayaran upah dibayarkan 2 (dua) minggu sekali, yakni setiap
awal bulan dan pertengahan bulan®:

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya penggugatl telah
menyampaikan bukli P-3 dan P-4 berupa skema pembayaran gaji dari Tergugat
kepada Penggugat yang membuktikan bahwa gaji yang dibayar hanya setengah dari
gaj setiap bulannya dan sisanya masih merupakan hutang gaji karyawan bagi
perusahaan yang kemudian dibayarkan bulan selanjutnya , dan selerusnya. Hal ini
menunjukan adanya keterlambatan pembayaran gajl yang seharusnya diterima
oleh karyawan/Tergugat;

Menimbang bahwe terhudap bukli P-3 dan P-4, Tergugat membantah
dalam jawabannya bahwa yang lerjadi adalah karena system pembayaran upah di
perusahaan Tergugal dibayarkan 2 (dua) minggu sekali, pada awal dan
periengahan bulan, dan hal tersebul menurul Tergugat bukanlah pelanggaran
Norma karena belum melewatiflabih satu bulan wakiu pembayaran;

Menimbang bahwa selanjulnya Majelis Hakim perlu  mendengarkan
keterangan para saksi khususnya berkaitan dengan apakah ada dalam Pesjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, ulay Perjanjian Kerja Bersama alau kesepakatan
lertulis lainnya yang depal dibuktikan yang pada pokoknya mengatur bahwa
pembayaran upah di Porusahaan Tergugal dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan;

Menimbang bahwa berdasarkan kelerangan saksi dibawah sumpah yang
dihadirkan oleh Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Helmi Yusuf , mantan karvawan karena mengundurkan dir, menurut saksi
bahwa langgal penggajian karyawan adalah langgal 1 setiap bulannya dan saks
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lidisk mangotahul tal apakah ada kesapukatun lentang gl yang dibayarkan 2x
porbulan;

<. Suksl Guarlol, mantan karynwen, monurut sakol bahwa pombayaren gajl sering

lalat dibayarkan,  yang dikotahuings sojok zoman covid-10 sampal dengan
sokarng, dangan corn dlanguur naliop bulon 2% Bogsuran;

Monimbang bahwn bordnsarkan keoterangan saksl yang telah dihadirkan
oleh Penggugal dihubungkan bukli-bukll surmt yang borkonaan dengan pembayaran
Gajl P-4 sampnl dengun P-10, didnpol Inkte pembayaran gajl dilakukan denga cara
2% (clua koli) tarmin pambayaran yang monyobabkan ledadinya keterambatan dari
upai yang somestinya ditedma Penggugol;

Menimbang bahwa berdasarkan kelerangan saks| dibawah sumpah yang
dihadirkan oleh tergugal , yang pada pokoknya adalah sebagal berikut :

1. Sakal Khairul , sabagnl HRD Parusahaan; menurut saksi bahwa pembayaran gaji
adaloh setiap setengah bulan atau 15 hari sekall, dan kebijakan perusahaan
lersebut telah di sampalkan secara lisan kapada supervisor masing-masing
davisi. Didalam peraturan perusahaan tidak ada penetapan tanggal penggajian;

2. Saksi Agus salim, pagawal house keeping, yang menurut saksi bahwa saksi
menarma gaji 2x (dua kall) dalam sebulan, mulai dari sgjak adanya covid-19
sampai saal Ini;

3. Saksl Dessy Susani sabagai pegawai akunting, Saksi mengetahui bahwa gaii
dibayar 2x (dua kall) dalam sebulan, sejak covid-19 sampai dengan sekarang,
karona masalah keuangan perusahaan yang belum stabil dan pembayaran gaji
Souara anguuran lersebut tidak pernah melebinl dari sebulan pembayarannya:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah
dihadirkan oleh Tergugal dalam parsidangan diketahul bahwa alasan Tergugat
memberlakukan kebljakan pembayaran 2 (dua) kali termin tersebut karena
keuangan perusahaan yang belum stabll, pelanggan sepi dan faktanya sudah dari
sejak adanya covid-19 sampal saat inl;

Manimbang bahwa berdasarkan gugalan dan jawaban, jawab jinawab bukti
sural serta keterangan para saksl, Majells Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan semua uralan diatas ditemukan fakla
bahwa lelah lerbukti adanya keterlambatan pembayaran gaji sebagaimana yang
ditunjukan oleh Penggugat dalam bukli P-a dan P4 yang mana lerhadap bukti
lersebul juga lidak ada bukti lain dari Tergugal yang dapat membantahnya, hal inl
Juga diperkuat oleh keterangan purs saksi yang menurut Majelis Hakim saling
barsasuaian, mengetahul dan mengakul bahwa pembayaran gaji di Perusahaan
Tergugal diberdakukan 2 (dua) kali termin dalam sebulan, namun jika melihat dari
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bukti P-3 dan P-4 ditemukan adanya pembayaran termin keduanya bisa lebih dari
sebulan ;

Menimbang bahwa alasan siluasi dan kondisi dalam keuangan Perusahaan
yang belum stabil lalu dijadikan dasar oleh Tergugat unluk membuat kebijakan
pembayaran gajl karyawan dalam 2 (dua) kali termin pembayaran tanpa ada
kesepakatan dengan para karyawan, dan menurut keterangan saksi Khalrul yang
menjabat sebagal HRD Perusahaon mengatakan bahwa kebijakan perusahaan
lersebut telah disampaikan namun secara lisan kepada supervisor masing-masing
devisi, jusiru membuktikan bahwa kebijukan tersebut bersifat sepihak dan Tergugat:

Menimbang bahwa dengan adanya bukli keterlambatan pembayaran gaji
yang dapal menyebabkan kondisi penefimaan upah Pengugat tidak dapat
dijadikannya sebagai sandaran ekonomi bag kehidupannya, maka sesual dengan
ketentuan hukum yang berlaku Penggugat mengajukan PHK kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketenluan undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 4 yang dimaksud dengan *Perselisihan
pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenal pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak*:

Menimbang bahwa berdasarkan kelentuan pasal 154 A ayat (1) huruf g
angka 3 Undang-undang Momor 06 Tahun 2023 lentang Cipta kerja ( UU Cipta
Kera), kelentuan pasal 38 huruf g angka 3 PP No.35 Tahun 2021 "Pemutusan
Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan : adanya permohonan Pemutusan
Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekera/Buruh dengan alasan Pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut : tidak dibayar upah tepat pada wakiu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turul atau lebih, meskipun
Pengusaha membayar Upah secara lepat waktu sesudah "

Menimbang bahwa akibal PHK sebagaimana berdasarakan ketentuan
pasal-pasal diatas, maka kemudian baerdasarkan Kelentuan Pasal 48 PP No.35
Tahun 2021 yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan melakukan pemutusan
hubungan kera terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permochonan
Pemulusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan
pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36
huruf g maka pekerja/buruh berhak atas -

a.  Uang pusangon sebesar 1 (satu) kall ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketenluan Pasal 40 ayat
(3), dan

¢. Uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 40 ayat (4);
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Menimbang bahwa sebaliknya jika Pengusaha tidak terbukti melakukan
perbuatan sebagsimana yang dikatakan oleh pekerja , maka berdasarkan ketentuan
pasal 38 huruf h PP No.35 Tahun 2021 yaitu! *adanya putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan indudstrial yang menyatakan Pengusaha tidak
melakukan perbualan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan
yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja," maka sesuai dengan kelentuan pasal 43 PP No.35
Tahun 2021, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja/Buruh karena alasan adanya pulusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang menyalakan Pengussha tidak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g terhadap permohonan yang
disjukan oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

8. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
L. usng pisah yang besarannya diatur dalam Peranjian Kerja, Peraturan
Farusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa pendapal Tergugat dalam jawaban gugatannya
terhadap alasan permohonan PHK Penggugat, telah mendalilkan yang pada
pokoknya adalah bahwa pembayaran upah setiap dua kali minggu sekali bukaniah
merupakan pelanggaran norma kerja, Pelanggaran norma kerja apabila Penggugat
membayar upah melewali/ lebih dari satu bulan wakiu pembayaran;

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat telah memberikan
langgapan bahwa hak gaji adalah hak normati dan wajib hukumnya pengusaha
membayar upah berdasarkan pasal 55 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 38
tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No.36 Tahun 2021) © Pengusaha wajib
membayar upah pada wakiu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan
Pekefjaburuh.” Selanjutnya pasal 61 ayat (1) huruf a,b dan ¢ PP No.38 Tahun 2021,
Fongusaha yang lelat membayar dan/atau tidak membayar upsh sebagaimana
dimaksud dalam pasal 55 ayal (1) dikenai denda dengan ketenluan:...*

Menimbang berdasarkan pasal 55 ayal (2) PP No.36 Tahun 2021
sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugal, menurut Majelis Hakim sebalknya
Tergugat dapal melihatnya secara keseluruhan isi dari pasal 55 PP No.38 Tahun
2021 yang akan dijumpal ketentuan-kelentuan dalam pasal tersebut bahwa upah
wajily dibayar berdasarkan perjanjian, baik mengenai hari, tanggainya atau cara
pembayaran, harian, mingguan, bulanan, selama tidak melebihi jangka wakiu
pembayaran lebih dari 1 (salu) bulan, namun yang terpenting adalah hal tersebut
dapal disepakali bersama oleh kedua belah pihak, dan faktanya antara Tergugat
dengan Penggugat Majelis Hakim tidak mensmukan adanya kesepakatan bersama
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tarkail pembayaran gaji yang diberikan dalam 2 (dua) kall lermin pembayaran, atau
Jika terjadi perubahan pembayaran;

Manimbang bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum distas
diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pengajuan PHK oleh Penggugat
dengan alasan karena Tergugal terbukli telah melakukan keterlambatan membayar
upah kepada Penggugal atau tidak lepat pada waklunya lebih dari 3 bulan berturut-
berturut adalah sudah benar dan sah secara hukum,

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan PHIK Penggugat sudah benar
dan sah secara hukum, maka sebagal baglan penling dari penyalesaian perselisihan
dalam perkara a quo sudah sepatutnya unluk dinyalakan bahwa putus hubungan
kena antara Penggugat dan Tergugal sejak pulusan ini ditetapkan;

Menimbang bahwa karena hubungan kerja antara Penggugal dan Tergugat
sudah lerputus maka sebagai akibal dani adanya pemutusan hubungan kerja ( PHK)
sesuni helentuan Pasal 81 angka 47 UU Cipte Kerja yang meangubah Pasal 158 ayat
(1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi *Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan keda, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima;” Tergugal dalam perkara a quo berkewajiban untuk membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima kepada Tergugat:

Menimbang bahwa sesuaj ketentuan pasal 157 ayat (4) UU Cipta Kera
menyatakan bahwa * dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
lebih rendah dari upah minimum, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon
adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahasn;*

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Jambi Nomor
O89/KEP-GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2023 lentang Penetapan Upah Minimum
Provins Jambi Tahun 2024 ( Vide bukt P-18) Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun
2024 adslah sebesar Rp. 3.037,121 .85 dan untuk memudahkan dibulatkan menjadi
3.037.122,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah), maka
dengan demikian yang menjadi dasar upah untuk perhitungan uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak lainnya akibat PHK Penggugat
adalah Rp. 3.037.122,00 ( Tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua
rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 PP No.35 Tahun 2021
maka hak akibat PHK yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah :

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 3.037,122,00 = Rp. 27.334.098,00
b. Uang Penghargean Masa Kerja 5 x Rp 3.037.122,00 =Rp. 1518561000
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c. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) =Rp. 00
Total = Rp. 42.519.708,00
(empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)

Menimbang behwa berkaitan dengan uang perganlian hak yang diminta
oleh Pengugat (culi, kesehatan, perawatan dan perumahan dan lake service),
sesual ketenluan dalam pasal 40 ayat (4) PP No.35 Tahun 2021 pada prinsipnya
telap harus diberikan diberikan sepanjang hal tersebul memang telah diatur dalam
Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, namun dalam
perkara a quo Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti dan kelerangan
yang mengualkan dalil gugatan sebagaimana yang dimaksud tersebut:

Menimbang bahwa Penggugat sudah dinyatakan putus hubungan kerjanya
dengan Tergugal secara sah berdasarkan hukum sejak putusan ini ditetapkan, dan
dihubungkan dengan bukli sural Penggugat (Vide bukti P-24, P-25 dan P-28), bukti
surat Tergugat (Vide bukti T-15 dan T-18), seria keterangan saksi khairul
bahwasanya dari bulan oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024,

perusahaan masih membayar gaji Penggugat maka berkenaan dengan gugatan
Penggugat mengenai gaji yang belum dibayar yaitu bulan Oktober, November,
Desember Tahun 2023, Januari dan Februari Tahun 2024, maka berdasarkan bukti
Jfsural Penggugat, bukti sural Tergugat dan keterangan saksi Penggugal tersebut
dialas maka upah yang belum dibayar dapat dihitung sejak bulan februan 2024
sampai dengan putusan ini ditetapkan yaitu yang semuanya barjumiah 3 (tiga) bulan
upah dengan perhilungan sebagai berikut -
Upah yang belum dibayarkan 3 x Rp. 3.037.122,00 = Rp. 9.111.366,00 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan upah proses yang diajukan oleh
Penggugat sepalutnya dapat diberikan selama proses persidangan di Pengadilan
Hubungan Industrisi apabila Penggugatl tidak menerima upah sampai dengan
adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, akan tetapi hal ini sudah
masuk didalam perhitungan upah Penggugat yang belum dibayarkan sebanyak
3(tiga) bulan upah ystu upah bulan februan 2024, Maret 2024 dan apnl 2024 atau
sampai dengan pulusan inl ditelapkan sehingga upah proses yang diminta
Penggugat lidak dapat diperhitungkan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 5 (kelima)
gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan selisih gaji yang
belum dibayar selama 14 (empal belas) tahun yakni terhitung sejak 2009 s.d 2023
sebesar Rp.71.659.608,00 (tujuh puluh salu juta enam ratus lima puluh sembilan
ribu enam ratus delapan rupiah);
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Menimbang bahwa tarhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat dalam
lawaban gugatannya bulir ke-4 (keempat) memberikan bantahannya : “Bahwa
terhadap gugatan dahl Penggugat yang menyatakan telah terjadi selisih kekurangan
upah Penggugat dari Tahun 2009 s/d 2023, hanya merupakan llustrasi Penggugat
semata, jika banar terjadi kekurangan upah saharusnya secara hukum harus ada
sural penetapan dari Pegawai Pengawas Kelen agakerjaan berkenaan pelanggaran
norma terhadap kekurangan pembayaran Upah, namun dalam hal ini Tergugat
maupun  Penggugat tidak pemah diperiksa oleh Pegawai Pengawas
Kelenagakeraan berkenaan pelanggaran norma kekurangan pembayaran Upah
Minimium Provinsi Jambi:*

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali bantahannya Tergugat telah
menyampaikan bukli surat T-8 sampai dengan T-16 berupa Slip gaji Penggugat,
yang membuktikan bahwa gaji yang Pengaugat terima dari Tergugat tidak dibawah
Upah Minimum Provinsi Jambi-

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapal diatas yang menjadi
perselisihan mengenai adanya kekurangan gaji yang belum dibayar oleh Tergugat
kepada Penggugat ssjak lahun 2009 sampai 2023, Maijelis Hakim berpendapat
sabagai barikut:

Menimbang bahwa faktanya berdasarkan sural gugatan Penggugat butir ke-
7 (ketujuh) Penggugat mengakui bahwa Penggugat selama inl tidak pemah
mengajukan keberatan atau protes kepada Perusahaan ( vide butir ke-7 gugatan
Fengyugat)

Alasan Permohonan PHK

" Bahwa Selain Mendapatkan Upah Dibawah Minimum Provinsi Jambi, Dalam Kurun
VWakiu 3 Tahun Yakni Sejak Tahun 2021 S.D 2023 Selain Sistem Gaji Dibayar Tidak
Tepat Pada Waklunya, Juga Pibayarkan Dalam 2 Termin Pambayaran Dalam 1
Bulan. Sebagai Contoh Tahun 2023, Gaji Pokok Penggugat Adalah Sebesar
Rp.1.932.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Padahal
Upah Minimum Provinsi Jambi 2023 Adalsh Rp.2.943.000. Namun Meskipun
Demikian, Penggugat Tidak Pernah Mengajukan Keberatan Atau Protes
Kepada Perusahaan. Namun Seiring Berjalannya Wakiu, Baik Karena Faktor Inflasi
Nasional Yang Menyebabkan Harga Kebutuhan Semakin Meningkat Disamping
Kebutuhan Pendidikan, Parawatan, Dan Perumahan Yang Terus Bertambah.
Sehingga Gaji Dibawah Ump Terlebih Dengan Sistem Pembayaran Yang Tidak
Tepal Pada Waktunya, Menyebabian Penggugat Dipaksa Situasi Untuk Melangkah
Koarah Yang Lebih Sejahtera Dan Tidak Ingin Lagi Melanjutkan Hubungan
Pekanaan Dengan Tergugat":
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Menimbang bahwa terhadap perhitungan kekurangan upah sebagaimana
yang didalilkan oleh Penggugal, Tergugat telah membantahnya dalam |awaban
pugatan *bahwa hal tersebul hanya merupakan llustras| dari Penggugat karena jika
ada kekurangan seharusnya ada surat penselapan dari Pengawas ketenagakerjaan;”

Menimbang bahwa bardasarkan ketentuan Pasal 81 angka 63 UU Cipla
Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) Ketenagakerjaan yang berbunyi: *Barang
siaps melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 ayat (2), Pasal
68, Posal 69 ayal (2), Posal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayal (2),
Pasal 143, Pasal 156 ayal (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenal sanksi pidana penjara
paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100
Juta dan paling banyak Rp400 |ula, maka berdasarkan kelentuan dialas maka
terhadap pengusaha yang membayar upah pekerja lebin rendah dari upah minimum
akan berpolensi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun
dan/alau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang hak
upah antara Penggugal dan Tergugat dalam perkara a quo sangat membutuhkan
"\ kebenaran data yang lebih rinci dan ke akuratan angka yang benar serta berpotensi
luk dikenakan denda dan dihukum pidana terhadap pelanggarannya, maka
enurul Majelis Hakim terhadap perselisihan yang masuk kategori perselisihan hak
dalam perkara a quo sebaiknya para pihak sebelumnya sudah melaparkan dan
mendapatkan nota penetapan dar Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jambi terkait perhitungan dan penetapan kekurangan
upah apabils ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan:

Menimbang bahwa seluruh bukli yang diajukan oleh Panggugat dan
Tergugat dalam perkara a quo, yang tidak dipertimbangkan secara satu persatuy,
haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil
putusan dalam perkara & quo;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini
sudah terjawab sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan petitum-petilum gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugal angka 1 (satu) yang
mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugal untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau
tlidakriya dikabulkan petitum ini, maka harus terlebih dahuly apakah dikabulkan atay
tidak petilum-patitum selanjutnya;
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Menimbang, bahwa lerhadap patitum Penggugat angka 2 (dua)
sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwasanya Tergugat telah
terbukti melakukan perbuatan kelerlambatan pembayaran gaji kepada Penggugat:

Menimbang bahwa berdasarkan kelentuan pasal 154 A ayat (1) huruf g
angka 3 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Cipta kerja (UU Cipta
Kerja), ketenluan pasal 38 huruf g angka 3 PP No.35 Tahun 2021 *Pemutusan
Hubungan Kerja dapat terjadi kerana alasan adanya permohonan Pemutusan
Hubungen Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut ! lidak dibayar upah tepat pada waktu yang
lelah ditentukan selama 3 (liga) bulan berturut-turut atau [ebih, meskipun
Pengusaha membayar Upah secara tepal wakly sesudah itu;," maka Terhadap
pengajuan PHK Penggugat tangaal 27 Oldober 2023, menurut Majelis Hakim sudah
benar dan sah secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan pemutusan hubungan
kerja yang diajukan oleh Penggugal telah dinyatakan benar dan sah secara hukum,
maka sudah sepalulnya Penggugat dinyatakan putus hubungan kerja dengan
Tergugat sejak putusan inj ditetapkan, dengan demikian maka terhadap petitum
angka 2 (dua) dapal dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), Majelis
Hakin mempertimbangkan bahwa sesuai pasal 57 undang-undang no 2 tahun 2004
tenlang Penyelesalan Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan; "Hukum
acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adatah Hukum Acars
Perdala yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali
yang dialur secara khusus dalam undang-undang ini* dan selanjutnya pada pasal
96 undang-undang no 2 tahun 2004 lentang Penyelesaian Persalisihan Hubungan
Industrial disebulkan pula bahwa Pangadilan Hubungan Industrial hanya bertugas
dan berwenang memeriksa dan memulus perkara lentang perselisihan hak,
Perselisihan  kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan.
Perselisihan antar serikal pekerja/serikat buruh hanya dalam saty perusahaan”
sehingga fidak berwenang memeriksa dan memulus perkara tentang perbuatan
melawan hukum;

Menimbang terhad ap perselisihnan pada perkara hubungan industrial {FPHI)
otau dalam perkara a quo dimana perbuatan melawan hukum didalam Pengadilan
Hubungan Industrial tidak mengenal adanya gugatan perbuatan melawan hukum,
dan Majelis Hakim tidak memahami terhadap perbualan melawan hukum yang
dimaksud dalam pelitum gugatan Penggugat tersebut khususnya petitum dalam
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perbuatan melawan hukum sebatas prosedur pemutusan hubungan kerda, sehingga
terhadap pelitum pada angka 3 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugal angka 4 (empat)
berdasarkan perimbangan-pertimbangan yang sudah Majelis Hakim uralkan diatas,
dan mempertimbangkan ketentuan pasal 100 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI,
bahwa “Dalam mengambil putusan, Majells Hakim mempertimbang-kan hukum,
peranjian yang ada, kebiasean, dan keadilan® sarta mempertimbangkan asas
kemanfaatan dan asas kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan juga untuk
mengakomodir Petitum Penggugat tentang mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo ef bono), maka Majelis Hakim memutuskan bahwa hak akibal PHK karena
alasan adanya permchonan PHK yang diajukan pekerja yang harus di bayar
Tergugat kepada Penggugal berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja,
berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomaor 35 Tahun 2021 serta
upah yang belum dibayarkan, adalah dengan rincian sebagal barikul:

Penggugat (lc. RISWANTO);

- Gaji pokok terakhir Penggugat =Rp 3.037.122,00

- Tunjangan tetap =Rp 0,00
a. Uang Pesangon 1x9xRp. 3,037.122,00 = Rp 27.334.098,00

b, Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 3.037.122,00 = Rp 5.185.610,00
¢. Penggantian hak (hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian kera,

Peraturan Perusahaan, atau Perdanjian Kerja Bersama) = Rp 0,00
d. Upah yang belum dibayarkan 3 x Rp. 3.087.12200 =Rp 9.11 1.366,00
Total =Rp 51.631.074,00

(lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah)
Dengan demikian maka jumlah hak-hak Penggugat yang harus dibayar
Tergugat adalah Rp, 51,631.074,00 (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu
fibu tujuh puluh empal rupiah), sedangkan untuk hal lain dan salebihnya,
sebagaimana yang telsh Majelis Hakim terangkan diatas lidak dapat dapat
dikabulkan. Sehingga pefitum gugatan Penggugal angka 4 (empat) haruslah
dikabulkan sebahagian dengan perbaikan redaksional sesual perhitungan
berdasarkan pertimbangan darl Majells Hakim yang telah diuraikan diatas;
Menimbang, bahwa selanjulnya lerhadep petitum Penggugal angka §
(lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang lelah
dijelaskan diatas, maka petitum angka 5, angka & dan angka 7 harus ditolak;
Menimbang, bahwa menganai petitum Penggugat angka 8 (delapan) yang
mohon Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
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limbul dalam perkara ini, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial
(PPHI) bahwa nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dikenakan biaya kepada pihak-pihak yang berperkara oleh karena gugatan
Penggugat dapal dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka
biaya perkara a quo dibebankan pada pihak Tergugat, dengan demikian maka
terhadap petilum angka 8 (delapan) dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas
cleh karena gugatan Penggugat ada yang cukup beralasan yang didukung dengan
bukti-bukti cukup serta lelah sesuai dengan ketentuan hukum yang berfaku, maka
majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk dikabulkan
sebagian dan menolak gugatan Penggugal untuk selain dan selebihnya dengan
perbalkan amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nemor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 8
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Karja
Wakty Terenty, Alih Daya, Wakiu Kerja dan Waktu Istirshat, Dan Pemutusan
Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang
berkailan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugal untuk sebagian:

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat
dengan alasan karena Tergugal terbukfi telah melakukan keteriambatan
membayar upah kepada Penggugat atau tidak tepat pada waklunya lebih dari 3
bulan berlurul- berturut berdasarkan ketentuan pasal 154 A ayat (1) huruf g
angka 3 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta kefja ( UU Cipta
Kerja), ketentuan pasal 36 huruf g angka 3 PP No.35 Tahun 2021 terhitung
sejak putusan ini ditetapkan;

3. Menghukum Tergugal membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja dan upah yang belum dibayarkan ssjumiah Rp.
51.631.074,00 (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh
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empat rupiah) dengan perincian sebagaimana telah diuraikan pada
pertimbangan hukum putusan ini;

Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak
Tergugal sebesar Rp169.500,00 (seratus enam puluh  sembilan ribu
lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari  Kamis, tanggal 13
Mei 2024, oleh kami, DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, SH., sebagai Hakim
Ketua, HAPOSAN M.T. SILALAHI, S.E., S.H.. dan HENDRI WAHYUDI, S.H,,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari  Senin, tanggal 20 Mei 2024,
dengan dihadiri cleh GLORYA DIESNATALINA RENOVA, SH., sebagai Panitera
Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

td ftd
HAPOSAN M.T. SILALAHI, S.E, SH DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H

fid
HENDRI WAHYUD|, $.H.,M.H

Panitera Pengganti
td
GLORYA DIESNATALINA RENOVA, S.H
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 20.000,00
2, Blaya Pemberkasan/ATK :Rp 75.000,00
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3 Blaya Panggilan - Rp 24.500,00

4 Biaya Sumpah ' Rp .

5, Blaya Perjalanan Pemeriksaan selempal (PS) : Rp -

8, PNPB Pemeriksaan setempat :Rp 20,000,00

T Materai/Penatapan/Pencabutan : Rp 10.000,00

8.  Redaksi Putusan LRp 1000000 +
Jumlah : Rp169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ralus rupiah)
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